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PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka pelaksanesan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 lentang Pajak Daerah;

bahwa  berdassrkan  pertimbanesn  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, maks perlu menetapkan
Peraturan DBupati tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Bumi dan Banpunan Perdesasn dan
Perkotaan.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1994 tentang

Pembentulean Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kebupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupalen Karimun, Kabupaten Matuns, Eabupaten
Kuantan Singingi dan Kots Batam (Lémbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambehan
Lembaran MNepara Republik Indonesia Nomor 3902
schagaimana telah diubah beberapalkali terakhir dengan
Undang-undang WNomor 34 Tahun 2008 (enlang
perubahan Ketign Alas Undang-Undang Nomor 353
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Roken Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
{Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830}

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2002 (entang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor
42371

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

' Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor S04%);



Menetapkan
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4.

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentuksan Feraturan Prrundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2011
Momer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2234;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387);

Peraturan Daerah Ksbupalen Natuna Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupalen Natuna Tahun 2011 Nomor 1};

MEMUTUSEAN

: PERATURAN BUFATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

HAR 1
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

2alam Peraturan Bupaet ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah, adalah Daerah Kabupaten Natuna.

Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Dacrah
Kabupaten Natuna.

Dinas Pendapatan Daerah wyang sclanjutnya dapat
disingkat DISPENDA, adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuana.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya
discbut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendsapatan
Cracrah Kabupaten Natuna,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdessan dan Perkotaan
yang sclanjutnva dapat disingkat PBE-P2, adalah Pajak
Bumi denfatau Bangunan yang dimiliki, diluasal
dan/atan dimanfagtkan olch orang pribadi atau Badan
untuls sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan
yvang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan perlainbangan.

Wajib Pajak edalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajek, pemotong pajak, dan pemunguar pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraluran  perundang-undangan
perpajakan daerah.
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14,

(1)

Surat Pemberilahuan Pajak Terutang Pajek Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutmya
disingkat SPPT PER-P2, adalah surat yang digunakan
untuk memberitabnikan bhesarnya pajak Bumi dan
Bangunan [Perdceasm dan Perkotaan yang (erurang
kepada Wajib Pajak.

Sural Ketetapan Psjak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesasn dan Perkotaan yang sclanjuinya
dizingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang digunakan
untuk memberitalukan besarnya pajak Bumi dan
Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Pajak
Bumi dan Bangunan DPerdesaan dan  Perkotaan,
selanjutnya disingkat SKPFDKB PBR-P2 adalah sural
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumleh kekurangan
pembavaran pokok pajak, besarnya sanlksi administratif
cdan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketelapan Pajak Dacrah Kurang Bayvar Tambahan
Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dam Perkotaan
vang sclanjuttya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah
surat ketetupan pajek vang meneniukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak RBumi dan Banpunan
Perdesaan dan Perkotaan wvang selanjutnya disingkat
STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak danjatau sanksi administratf berupa bungan
dan/atan denda.

Sural Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
vanpg membetulkan kesalahan nilis, kesalahan hitang,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketenfuan
tertentu  dalam  peraturan  perundang-undengan
perpajakan dagrah vang terdapal dalam SPPT PBB-PZ,
SEPD FBB-F2, Surat Keputusan Pembetulan, alau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan
alas keberatan terhadep Surat Kctetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesuan den Perkotaan.

Pulusen Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas  banding terhadap Sural  Kepumsan
Krberatan vang diajukan oleh Wajib Pajak,

BAE I
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

Hak wuntuk melaloikan penagihan pejak  menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung
mejuk  saat terutangnye pajak, kecuasli apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana i bidang perpapalkan
daerah.
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{2} Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] tertangpuab apabala:

a. Dhlerbitkan Surat Tepuran dan/atau Surat Paksa

b, Ada pengakuan utang pajek dan Wajiby Pajak, dengan
kesadarannya masih mempunyal utang pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

o, Ada  pengajuan permeohonan  angsuran | atauy
penundaan pembayaran dan permohonan keberalan

oleh Wagit Pajak

{3) Dalam hal diterbitlkan Surat Teguran dam Surat Puaksa
sebagaimana dimaksud ayat (2] huruf a, Kadaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggel penyampaian sursl
teguran dan [ atan surat pakess tergebut.

BAB III
DOKUMEN PENGHAPUSAN

Pagal 3

{1) Dokumen vang digunaken delam penghapusan Plutang

pajak adalah:

a. Surat Pengantar Usulan Penghapusan;

b. Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan;
c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak;

{2} Dokumen yang dihasilkan adalah Keputusan Bupati
lentang Penghapusan Piutang PBB-P2 dan lampirannya;

BAE IV
PENGHAPUSAN PIDUTANG PAJAR

Pasal 4

(1) Piurang pajak yang dapat dihepuskan adalah piutang
pajak yang tercantum dalam .

SPPT FEBEB -F2.

SKPD PBB-FPZ;

STPD FEB-PZ;

SKEPDKB FBB-F2,

SKEPDKBT PBB-P2; atau

Surat Kepumizan Pembetulan, Sural Kepumisan

Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan

kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah.

Mo A TR

i2) Piutang Pajak wang dapat dibapusken scbagairmana
dimaksud pada ayat [1) untuk Wajib Pajak orang pribadi
dan Badan adalah piutang pajek vang tidak ditagih lagi
karens hak untuk melakukan penagihan pajak sudgh
kadaluwarsa.
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BAB V
PROSEDUR PENGHAPUSAN

Pasal 5

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piuldang
pajek yang tidak dapat ditagih lagi scbagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), wajib dilakukan
penclitian setempat atauw penelitian administrasi oleh
DISFENDA.

(2] Penclifian  sebagaimena dimaksud peda  ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Bidung Pembukuan yang
dituangken ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP}.

(3] Laporan Hasil Penelitian sebapaimana dimaksud pada
ayat {2) harus menguraiken keadaan Wajib Pajak dan
Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak vang tidak dapat
ditagih lagi den dinsulkan uniuk dihapuskan.

Pasal &

(1) Berdasarkan laporan hasil penclitian  sebagaimana
dimaksud delam Pasal 5 ayat (2) Kepala Bidang
Pembukuan menyusun daftar usulan penghapusan
piutang pajak.

{2} Daftar vsulan penghapusan piutang pajak scbagaimeana
dimaksud pada ayat [l) disampaikan kepada Kepala
[Jinas.

[3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan
piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud
pada avat [1] kepada Bupati.

Pasal 7

{1) Berdasarkan wusulan penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal & ayar (3), Bupad
menandatangani  Burat  Keputusan — Penghapusan
Fiatang.

(2} Bentuk Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang
pajak sebageimena dimaksud dalam pasal 7 oayar (1),
tercantum dalam Lempiran Peratiran Bupah .

FPaenl 8

Selelah Surat Keputusan Bupati dikeluarkan, Kepala Dinag
melalukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak
tersehit sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
yang herlalag.
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SEKRETARIE DAERAH
KABUPATEN NATUNA

R~

SYAMEURIZON

BAR VI
EETENTUAN PENLUTUP

Pagal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlau  sejak  tanggal
diundanpglan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahloan
pengundangan Peraturan Bupati ind dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuns.

Ditetapkan di Rarad
pada tanggal . tparet 2

BERITA DAERAH KABUPATEN RATUNA TAHUN 2013 NOMOR (&

" PARAF KOORDINAS!
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Lampiran : Peraturan Bupat Natuna

Nomor (b #altinZos
Tangeal & waret 100

BENTUK KEPUTUBAN BUPATI TENTANG FPENGHAPUSAN PIUTANLG SRECARA
EKOLEKTIF

EOF BUPATI

HEPFUTUSAN BUPAT] NATURA
FOMOR -

TENTANG
PENGHAPTISAN PIUTANG FAJJAH EOMI DAN AANCHINAR PERDESAAN DAN PEREOTAAN (PFBB-F2)
SECARA BOLERTIF

HTPATTI NATONA,

F Manimbang : bohwa berdosutkun pengaman daftar naelan Penghspusan Putang POR-FY oleh

Dinas Pendapstan Dacrah Kohbupaten Nuivow moie perla meneispdoses Hepahizan
Fupwntd Ml fenlang Pecghapuesn Fiatane Priak Bumi dan Tusgunan Perd esoun
dan Borioraan sccars Toiekdt,

Mangingat v, lefaniean Decrah Kabupaten Mataing Wrmor 1 Tokon 2017 wemaog Paak
[BT=1p 214] tf.ﬂmhumn Duernsh HI]IJLIFL'I.I.E:II Matvas Talvvy 2018 Nomor L

3. Foraturen Bupet Natung Nomor ... Tahun ... tenlyse Tels Dam Penghapozan
Pinlnng FARK-P2Z [ Beriis Deerah Balupacen Mabisa Tadvus o Fomer .. |

EEEErTIEA AN
Manets pkan 5
EESATO : Mengaapus Piutang 'EB-P2 atae Uhjcle Pajak - Crhiele Prjnk sebogarnana feslampir
taiam Lempiran Keputezan ini
E KEDUA ¢ Kepubissat ini berlelon pada tangeg] dibelaphkan.

Drite Lieplinn cli Rissuai
Facda Tegeal

BUFATI NATURA

HAMA




LAMPIRAN EEPUTUSAN BUPATI TENTARG PENGHAPUSAN PIUTANG
SEECARA KHOLEKTIF

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN BUPATI RATURA
BONOR - i L gl
TANGGEAL S AL
DAFTAR PENGHAPUEAN PICTANG PEB.P2
_— — S arpe
Ep) Pintang
1 — - -
2 -
L] dst [
BUPATI RATUEL
HARMA




BENTUE EKEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN FPIDOTANG
SECARA PERCGRANGAN

I e

EOF BUFAT1

KEFUTUSAN EUPFATI NATURA
NOMOR :

TENTANG

PERGHAPUBAN FIOTANG FAJAE BUMI DAN BARGUNAN PERDESAAN DAR PERKOTAAN (FEE-FZ|
BECARA PERCRARGAN

HUOPATI FATURA,

Memimbang ¢ bahwa berdesarkan pcopajuan daftar I.lElI.I.TEI.TI Prmghapruian Fiulang PBEB-F2 olch
Ninea Pandapaten Dacah Maobupeion Saiotw ks pocba menctapkan Bopramaan
Bupay Narpies tenbang Penghapiiseen 'F'11:|t.nrp Pajrlk Bumi dan Bungunon Perdesaan
dan Perkotaan senarm Pemaangun;

Mengingat r 1. Preramiran iscran BEebapwien MNalung Migoor 1 Taboo 2001 cnangs FReE
Tkisrah Tembwran Duerah Kabopaion Natone Talan 2011 Weoor 3);

2, Peramuran Bupst Kelune Momese . Tahiys O tentang Tea Cres Peaphasosan
Fuezaryg 1"HBH-1 [ Berite Dacrmh Kabupaten Mummee Tohan .. Mestawe ... e

MEMUTUIRAN

Menataphan

HESATUD : Menghapus Piatang PBD P2 atas Wajib Tajak sebagai bemkul
Mass Waph Pajak i i A e R o] S ML b 2
Alamat Wajih Pajak =, =
EPPT/REPFD/ETFD BEFDED,/SRFDHET S K. rmm
. Nomor - P o
. 'I:‘-nml  ium RN RNRRAEES aln i
. HMilad PP PP SO PP
HOP R B
AlDTiat OBTEE PAFAE [ vaceesoesssssesssmsssssssnsasrasssssmsenmeemeemseemees

BEEDUA T Wepaiuman ini ler ko penda edgeal diteea pkam,

Thlelapica dl Ransi
Peda Tarmpad

EITPATI NATONA

NAMA




FORM LAPORAN HASIL FENELITIAN (LHP)

HOP DIEPERDA

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHF}
PEFGHAPUSAN FIOTARG PATAE BUMT DAN EANGINAN
PERDESAAN DAN PEREATAAN (FUD-PZ) EECARS ROLEETIF

HOMOE :

L DASAR BEUHUH ;

1. Usndotw-Updang Mool 28 Tetam S tengang Lajak Daeraks dan Retribasst Lacrah,

4. Poraturan Doskah ¥ahumoien Natuna Memer @1 Tehun 2611 tentamg Fajak Drerah

A, Peruluran Bupnli Mamuna Romer 25 Tabur 2013 tonmany Pelunjul Peloksanasr Pajpk Hurmi dan
Banpunsamn;

4. Kepuiasan Keopala THoes eodapatin Duerah Kabbuparen Ketuna Bomoo 12 Tahun Z017 fenlang
Peswctapan Houwdand Operest dan Progectes 1RO Broyclenggarae: PRA-P2 di Ling«ooogan Dnipses
Perdapu lan Dacreh Knhupaten Notuns;

Ti. HASIL PENEIITIAN
Teluh thidiosken prereliden soonm koiedtd terhadap Objed Pujak-Chjek Pajak POF seimgaioaan
Ierlampir, Adrpun hael pen et wreehus ndnlan schemi beriboat:

1. Pistong BBE-P2 mang Lelah snelammuia 5 fHims] tiken Sebammk ... LF dan
webgal B . oo st mseemememenes s e Bupiah|

2. Phirang PHE-F2 yanp terlangguh sehumyak oo A1 dan sebeac
T e ot e o P Y PSRy P T Y P Fupeab)

.«

Ol HESIMPILAN DAN BARAN
1. 7upat dilakculkuen Peoghapusan Fiotang PRI sccarn knbektil terhadep Objek Pajek yang teleh

badn s
3. Dafmr Objcle Bajale PBE-F2 yang akun diasuliim untnk dinupuee. Bccara lenghap terdapal. pade
{ampiran LHF ot
3. Porshapusan Paitong PRH- 1 digndaldonfied densman dikelsarkonnyn 3wt Keputosan BTIPAT]
FETTGAS PENELITIX FETOGAS PENELITI O

CLdLEEEEEEEEEEEEeFes kb IS ELNENREERETT T

MaNGET AL,
EEPALA BIDANG PEMBITKUAN




FORM LAMPIRAN LAPORAN HASIL FENELITIAN (LHP) SECARA KOLEKTIF

[ —————————ge LT ] EY LYTTET L)

¥ | Nama WP ROP Thm. FBE-P2 Tmur Tyl Surat |  Hasdl
] ST Temtang Plutang | Teparan/Bnr . Penelitiam
— I at Pultaa _
i -
| S _ L _
;
1l 1 |
Barian, .
FETIRGAS PENELITI 1 PETUGAS PENELITI I
MENGETAHTT,




FORM LAPORAN HASIL PENELITIAN |LHP) SECARA PERORANGAN

HOP DISPFENDA

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHF)
FENGHAFUSAN PINTANG PAJAK DUMI DAN BANGUIARAR
PERNESAAN DAN PERKOTAAN [PBE-FA) SECARA PEROBANGAN

ROMOR :

I, DARAR HITHUM :

1. Usdaop-Usndang Meoor 28 Tahun 20409 fenuimg Pajo b Daeral dan Beoribasi Dacrah;

2, Peratoeman Twmerab Kubopulen Roloone Nesyor 0L Talmn 2011 tentang Pajak Naenth

4. Peraturan B2oad perng Nomor 23 Tahun 2003 (enung Pecaniod Pelaksanasn refaic Bumi dan
Banmnon;

4,  Kepulusan Kepals Doners Peodaradan Deerah KEabbupaten Natunn Sorrer 12 Taliuas 20H 3 tentans
Penctapan Standard Oporssi dan Prossdur (S0P Penvelecpearcaan PBER-TD di Linplunaan Trpas
Penduputan TDeerweh Kohopien Mo lbuoa;

! IL H.HHLLPEHBI..ITIAH

Toduh aslslnrian ponciidan worhedspy Gbicls Pajale [OF) selar s’ Licnlod
Nama Wallk Fajak i
Alpnpt Wojilh PRftE  © orecpoossscasassssisssssssssssssssssssssessassssmener g
EPPTSKPD/ETFD /SEFDKE/BEFDEBRT /K. PEMHETULAR"
4. Nomor R R —— T~ {1 3
h. Tanggal e 4k S B T S R
c. Niat 5 P el e
RO H T .
Alamat Objek PRIEE  © cavrersseearsmremre s
Tanggal Bumt Tegurin/Suraf PAEER ! conmsscmronen reeremeraner
Adapom hes) penelivien wthadep nbqeh pajabh wiscbul adelal
1. Piuang PBE-172 bensmouar ... M.....] Tehun
Bebeans BR oo s feeee oo Fupiah)
2. Telah Mhhericend Belum® Soral Teguean J Sarar Peleas delem nmoses nansgihannyea
30dU

. KEBMIFULAN DAN 3ARAN
L. Trapat/Tidak dilpbuloon Panghopseess Moiany FBE-122 echadse Ohjck Bajals torsahes
2, Olgek Pujak PHE-P2 dapat foidsk dapaet dinaullsan unbale dihspu s
2. DPenphapusan Phicang FRB-FI akan dilinduklarngui dengan dilbchiarkannya Sumnt Keoulusan

T IPATT
o 2 | PR e it e R
MENGETAHUI,
KEFPALA BIDANG PEMBIHUAN PETUGAS FENELITI I .
BUPATI NATUNA,
PARAF KOORDINASI _, IL U
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